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ABSTRAK 

 

Kepemilikan tanah di dalam Negara Indonesia ini pada dasarnya harus 

memiliki alas hak yang sah baik bukti yang dimiliki pada saat zaman dahulu 

maupun sekarang. Salah satunya yaitu hak atas tanah ex eigendom 

verponding.Eigendom verponding merupakan salah satu hak milik atas tanah pada 

zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan 

seseorang atas sebidang tanah disebut juga sebagai hak barat. Hj. Halimah 

merupakan salah satu orang yang mengklaim memiliki tanah dengan beberapa 

bukti kepemilikan eigendom verponding yaitu eigendom verpondingNomor 1331, 

Nomor 1380, Nomor 407 dan 1142, sertaNomor 1147, 1148 dan 1149, dengan 

luas keseluruhan mencapai 898.815 hektar sementara Kabupaten Banyuwangi 

sendiri luasnya hanya 578.200 hektar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status bukti 

hakeigendom verponding yang dimiliki oleh Hj. Halimah setelah berlakunya 

Undang-Undang Pokok Agrariadan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian 

atas sengketa tanah bekas eigendom verponding milik Hj. Halimah. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana penulis 

mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan dan membandingkannya pada 

pemikiran-pemikiran hukum, serta peraturan hukum yang berlaku terkait 

permasalahan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status bukti hakeigendom 

verpondingyang dimiliki Hj. Halimah setelah berlakunya UUPA sudah tidak 

berlaku. Hal ini didasarkan pada keluarnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

2021 dalam Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan alat bukti tertulis tanah bekas hak 

barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara. Pada penyelesaian sengketa tanah ex eigendom verponding 

milik Hj. Halimah dengan para pemangku kepentingan tidak menghasilkan 

kesepakatan, karena Hj. Halimah masih mengedepankan penyelesaian secara non 

litigasi. 

Perkembangan mengenai kasus kepemilikan ex eigendom verponding 

milik Hj. Halimah sampai saat ini belum terselesaikan, dikarenakan pihak dari 

pemangku kepentingan meminta pembuktian secara litigasi terkait klaim atas 

kepemilikan tanah tersebut, sedangkan dari pihak Hj. Halimah sendiri masih tetap 

mengedepankan pendekatan non litigasi dalam penyelesaian sengketa ini 
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